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BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No. 1744, 2020

KEMENSESNEG. Pengendalian Gratifikasi.

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa untuk mewujudkan pegawai yang profesional,
berintegritas, berperilaku dan berbudaya anti korupsi,
serta menciptakan keseragaman pemahaman perlakuan
atas penerimaan dan pemberian gratifikasi di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara, perlu adanya upaya
pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari
integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan
fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung
jawab;

bahwa untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana
korupsi melalui pengendalian gratifikasi dan memberikan
pedoman bagi pegawai di lingkungan Kementerian
Sekretariat Negara dalam pelaksanaan pengendalian
gratifikasi, perlu diatur ketentuan mengenai
pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian
Sekretariat Negara,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang
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Mengingat

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian

Sekretariat Negara,;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang
Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2
Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

10. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni
meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri
maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik.

2. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan
yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan

gratifkasi melalui peningkatan pemahaman dan
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kesadaran pelaporan Gratifikasi secara transparan dan

akuntabel sesuai dengan = ketentuan = peraturan

perundang-undangan.

Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat

UPG adalah unit yang ditunjuk oleh Menteri Sekretaris

Negara untuk melakukan fungsi pengendalian

Gratifikasi.

Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang

menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau

yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai adalah:

a. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

b. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan
negara yang bekerja di lingkungan Kementerian
Sekretariat Negara.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi

adalah lembaga mnegara dalam rumpun kekuasaan
eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi.
BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP DASAR
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 2

Pengendalian Gratifikasi dimaksudkan untuk memberikan
panduan dalam rangka memahami, mengendalikan, dan
mengelola Gratifikasi di lingkungan Kementerian Sekretariat

Negara.

Pasal 3

Pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk:
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a. meningkatkan kesadaran Pegawai untuk melaporkan
Gratifikasi;

b. menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel,
dan

c. membangun integitas pegawai yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 4

Prinsip dasar dalam Pengendalian Gratifikasi yaitu:

a. setiap Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara dilarang
menerima dan/atau memberikan Gratifikasi yang
dianggap sebagai pemberian yang berhubungan dengan
jabatan dan Dberlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya; dan

b. setiap Pegawai dan/atau Penyelenggara  Negara
bertanggung jawab menjaga profesionalitas dan integritas
dengan melaporkan penerimaan dan  penolakan

Gratifikasi.

BAB III
JENIS DAN LAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 5
Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai terdiri atas:
a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan

b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 6
Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan
huruf b merupakan Gratifikasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
(1) Untuk meningkatkan Pengendalian Gratifikasi, maka
seluruh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi,
dan pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Menteri

Sekretaris Negara, wajib menyampaikan laporan
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